Pada hari ini,

LAMPIRAN II
PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI UTAMA

NOMOR  :042-301.107/ 260 /2022
TANGGAL : 20 JULI 2022

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI
NOMOR 042-301.107/ 260 /2022

terhadap Informasi Publik sebagimana disebutkan pada table dibawahini :

Rabu dua puluh Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua bertempat di Kota Madiun telah dilakukan Pengujian Konsekuensi

No | Informasi Yang Dikecualikan Dasar. Hukum . Konsek.uensi/ Pertimbanganl?agiPublik Jangka Waktu
PengecualianInformasi Dibuka Ditutup
1. | DokumenPenawaranPengadaa Undang-Undang No. 8 Tahun | - Mengakibatkanadan |- Bisamenjagakeak |25
nBarang dan Jasa 1997 tentangDokumen yapersainganusaha uratan dan | tahunataubisadiperpa
(Dokumenpihakke III) Perusahaan; yang tidaksehat; obyektivitaspenila | njangberdasarkankepu
- Data perusahaan; Undang-Undang No. 14 Tahun | - Mengganggukepenti ian; tusankepalalembagake
- Rencanaanggaranbiaya; 2008 nganatashakkekaya |- Melindungihakat | arsipan.
- Jenisspesifikasipekerjaan. tentangKeterbukaanInformasiPub anintelektual. askekayaanintele
lik (KIP) pasal 17 huruf b; ktual dan
PeraturanPresiden No. 16 Tahun menjagapersaing
2018 tentangPengadaanBarang/ anusaha yang
JasaPemerintah; sehat.
PeraturanPresiden No. 12 Tahun
2021
tentangPerubahanatasPeraturanP
residen No. 16 Tahun 2018
tentangPengadaanBarang/




JasaPemerintah.

RincianHargaPerkiraanSendiri Undang-Undang No. 14 Tahun | Menimbulkanpenilaian | Penetapannilaipeng | Selama proses
(HPS) pengadaanbarang dan 2008 yang adaan yang akurat | pengadaanbarang dan
jasa. tentangKeterbukaanInformasiPub | tidakobyektifterhadapr | dan wajar. jasaberlangsung.
lik (KIP) pasal 17 huruf b; ekanan dan
PeraturanPresiden No. 16 Tahun | terjadipersainganusah
2018 tentangPengadaanBarang/ | a yang tidaksehat.
JasaPemerintah;
PeraturanPresiden No. 12 Tahun
2021
tentangPerubahanatasPeraturanP
residen No. 16 Tahun 2018
tentangPengadaanBarang/
JasaPemerintah.
Dokumenbarang dan jasa yang Undang-Undang No. 14 Tahun | Dapatmenghambat Menjagaobyektivita | Selama proses
pelaksanaannyasedangdalam 2008 proses sdalampenilaianbar | pengadaanbarang dan
proses atausedangberjalan, tentangKeterbukaanInformasiPub | pengadaanbarang dan | ang dan jasa. jasaberlangsung,
termasukdokumenpengawasan lik (KIP) pasal 6 angka 3hurufe. |jasa. kecualiinformasi yang
dan perencanaan. dapatdibukameliputi:
- Pagu;
- sumber dana;
- waktupelaksanaan;
- satuankerja;
- metodepemilihan;
- syaratkualifikasi;
- jeniskontrak;
- lokasi;

- kualifikasiusaha.




Data Undang-Undang No. 39 Tahun | Terjadikonflik di | Keamananpelapordi | Permanenataudapatdi
identitaspelaporkejadiantidakb 1999 tentangHakAsasiManusia; masyarakat. lindungi. bukajikaadapermintaa
aik Undang-Undang No. 11 Tahun ndaripihakberwajib.

2008 tentang ITE

sebagaimanadiubahdenganUnda

ng-Undang No. 19 Tahun 2016

tentangPerubahanAtasUndang-

Undang No. 11 Tahun 2008

tentang ITE;

Undang-Undang No. 14 Tahun

2008

tentangKeterbukaanInformasiPub

lik (KIP) pasal 17 huruf h;

Undang-Undang No. 43 Tahun

2009 tentangKearsipanpasal 44

ayat 1 huruf h.

Data PribadiPenduduk Undang-Undang No. 23 Tahun | Dapatmengungkaprah | Melindungirahasiap Sampaiterbitnya
2006 asiapribadiseseorang. ribadiseseorang. Keputusan Menteri
tentangAdministrasiKependuduk Dalam Negeri/
anpasal 84 ayat (1) dan (2),pasal Gubernur/

85 ayat (1), (2), dan (3); Walikota/
Undang-Undang No. 24 Tahun Bupatitentangijinunt
2013 ukmemperoleh data
tentangPerubahanAtasUndang- pribadipenduduk,
Undang No. 23 Tahun 2006 ataudapatdibukajika
tentangAdministrasiKependuduk yang




anpasal layat 1 angka (22) dan
ayat 18 angka (1);

Undang-Undang No. 14 Tahun
2008
tentangKeterbukaanInformasiPub
lik (KIP) pasal 17 huruf h;
Undang-Undang No. 43 Tahun
2009 tentangKearsipanpasal 44

ayat 1 huruf h.

bersangkutanmemb
erikanizin dan
kepentinganpublikb
erkaitandenganposis
iseorangdalamjabata
npublik;

- Menteri
sebagaipenanggungj
awabhakakses data
kependudukan.

LaporanKeuangan yang Undang-Undang No. 14Tahun | Informasipublik yang | Melindungikerahasi | Dapatdibukasetelahlap
belumdiaudit oleh Inspektorat, 2008 dimintabelumdikuasai | aanlaporankeuanga | orankeuangantersebut
Banwasatau BPK tentangKeterbukaanInformasiPub | ataudidokumentasikan | n yang | diaudit.
lik (KIP) Pasal 17 hurufi dan masihmemerlukan
pasal 3 huruf e; audit
InstruksiPresiden No. 7 Tahun daripihakterkait.
2015 tentangAksiPencegahan
dan PemberantasanKorupsi.
Dokumenkeuangan (SPJ, Undang-Undang No. 1 Tahun | Dapatdisalahgunakan | Menjagakerahasiaa | Dapatdibukasetelahdia
SP2D, SPM, SPPAll) 2004 tentangPerbendaharaan; oleh pihak yang | ndokumenkeuanga | udit.
Undang-UndangNo. 14 Tahun | tidakbertanggungjawa | nsampai proses
2008 b. audit.
tentangKeterbukaanInformasiPub
lik(KIP) pasal 17 hurufi.
Aktaotentik yang Undang-Undang No 14 Tahun | Dapatdisalahgunakan | Melindungidokume |25
bersifatpribadi dan wasiat 2008 oleh pihak yang | npribadi. tahunataudapatdiper
tentangKeterbukaanInformasiPub | tidakbertanggungjawa panjangjikaadaperset




lik (KIP), pasal 17huruf g; b. ujuandarikepalalemb
Undang-Undang No 43 Tahun agakearsipan.
2009 tentangKearsipanpasal 44
ayat 1.
9. | Memorandum Undang-Undang No 14 Tahun | Dapatdisalahgunakan | Melindungidokume |25
2008 oleh pihak yang | npribadi. tahunataudapatdiperp
tentangKeterbukaanInformasiPub | tidakbertanggungjawa anjangjikaadapersetuj
lik (KIP), pasal 17 hurufi; b. uandarikepalalembaga
Undang-Undang No 43 Tahun kearsipan.
2009 tentangKearsipanpasal 44
ayat 1 dan pasal 66 ayat 3.
10. | LaporankeuanganBUMD Undang-Undang No. 8 Tahun | Mengungkap data | Melindungikerahasi | Retensi masa
(PDAM Tirta Taman Sari, 1997 tentangDokumen | pribadiperusahaan. aanlaporankeuanga | arsipselama 10 tahun
PD. BPR Bank Daerah, PD. Perusahaan; n yang | dan
Aneka Usaha) Undang-Undang No. 14 Tahun masihmemerlukan setelahhabisdapatdim
2008 audit usnahkan.
tentangKeterbukaanInformasiPub daripihakterkait.
lik (KIP) pasal 17 hurufl;
Peraturan Menteri Dalam Negeri
No. 13 Tahun 2016
tentangPedomanPengelolaanKeua
ngan Daerah.
11. | Data Undang-Undang No. 11 Tahun | Membukarahasiapriba | Kerahasiaanhakpri |- Sampaiterbitnya
PribadiPenerimaBantuanSosial 2008 tentangInformasi dan | didan badi dan Keputusan Menteri
TransaksiElektroniksebagaimana | bisadimanfaatkan oleh | perlindunganhakpri Dalam Negeri/
telahdiubahdenganUndang- oknum yang | badi. Gubernur/
Undang No. 19 Tahun 2016 |tidakbertanggungjawa Walikota/

tentangPerubahanatasUndang-

b.

Bupatitentangijinunt




Undang No. 11 Tahun 2008 ukmemperoleh data
tentanglnformasi dan pribadipenerimabant
TansaksiElektronik; uansosial,
ataudapatdibukajika
Undang-Undang No. 14 Tahun yang
2008 bersangkutanmemb
tentangKeterbukaanInformasiPub erikanizin;
lik (KIP) pasal 17 huruf h; - Menteri
Undang-Undang No 43 Tahun sebagaipenanggungj
2009 tentangKearsipanpasal 44 awabhakakses data
ayat 1 huruf h; pribadipenerimaban
PeraturanPresiden No. 71 Tahun tuansosial;
2019tentangPenyelenggaraanSist - Informasi yang
em dan TransaksiElektronik. dapatdibukahanyan
ama dan
alamatpenerimaban
Ssos.

12. | Data IdentitasPribadiPMKS di Undang-Undang No. 11 Tahun | Akan Kerahasiaanpribadi | 7
penampungansementara/ 2009 menentukanasalusul terlindungi. harikecualibilatidakad
shelter Srindit tentangKesejahteraanSosial; PMKS aketerangan dan

Undang-Undang No. 14 Tahun tersebutdiketahui. sakitbisadiperpanjang.
2008
tentangKeterbukaanInformasiPub
lik (KIP) pasal 17 huruf h;
Undang-Undang No 43 Tahun
2009 tentangKearsipanpasal 44
ayat 1 huruf h.
13. | Data Anak Undang-Undang No. 14 Tahun | Membukarahasiaanak | Perlindunganhak- Selamaberstatusanak.




BerhadapandenganHukum 2008 dan berdampak pada | hakanak dan
(ABH) tentangKeterbukaanInformasiPub | kejiwaan dan masa | memberiruanggerak
lik(KIP)Pasal 17 huruf h; depan. pada anak.
Undang-Undang No. 35 Tahun
2014 tentangPerubahanUndang-
Undang No. 23 Tahun 2002
tentangPerlindungan Anak.

14. | KasusSengketaHukum Undang-Undang No. 14 Tahun | Dapatmenghambat Melindungi proses | 25 tahun dan
2008 proses penyelesaiansengke | dapatdiperpanjangsete
tentangKeterbukaanInformasiPub | penyelesaiansengketah | tahukum. lahmendapatkanperset
lik (KIP) pasal 17 huruf a; ukum. ujuandarikepalalemba
Undang-Undang No 43 tahun gakearsipan.

2009 tentangKearsipanpasal 44
ayat 1 hurufa dan pasal 66 ayat
3 huruf a.
15. | Data  IdentitasKlien  Pusat Undang-Undang No. 14 Tahun | Penyalahgunaan data |- Terlindunginya - 25
PelayananTerpadu (PPT) 2008 identitasklien. data tahunataudapatdipe
tentangKeterbukaanInformasiPub identitasklien; rpanjangjikamendap
lik (KIP) pasal 17 huruf h; - Memberikan rasa atpersetujuandarike
PeraturanPemerintahNo. 9 Tahun amanuntukklien. palalembagakearsip
2008 tentang Tata cara dan an,;
mekanismepelayananterpadu. - Data
dapatdibukauntukk

epentinganpenyidika
nataumendapatkanp




ersetujuandari yang

bersangkutan.
16. | Riwayat, kondisi, dan Undang-Undang No. 14 Tahun | Data pasien yang| - Menjagaprivasi 25
perawatan, 2008 bersifatpribadi dan dan tahunataudapatdiperp
pengobatankesehatanfisik dan tentangKeterbukaanInformasiPub | rahasiajaditerungkap. melindungipenya | anjangsetelahmendapa
psikisseseorang lik(KIP) Pasal 17 huruf h; lahgunaan data | tkanpersetujuandarike
- Data Undang-UndangNo. 36 Tahun yang palalembagakearsipan
rekammedispasienrumahsa 2009 tentangKesehatanpasal 57. bersangkutan; dan
kit/ poliklinik. - Melindungipasie | ataumendapatpersetuj
ndaritindakandis | uandaripihak yang
kriminasi. bersangkutan.
17. | Hasil uji kesehatan Undang-Undang No. 14 Tahun |Data  pasien yang| - Menjagaprivasi 25
2008 bersifatpribadi dan dan tahunataudapatdiperp
tentangKeterbukaanInformasiPub | rahasiajaditerungkap. melindungipenya | anjangsetelahmendapa
likPasal 17 huruf h; lahgunaan data | tkanpersetujuandarike
Undang-Undang No. 36 Tahun yang palalembagakearsipan
2009 tentangKesehatan. bersangkutan; dan
- Melindungipasie | ataumendapatpersetuj
ndaritindakandis | uandaripihak yang
kriminasi. bersangkutan.
18. | Hasil Assessment Pengujian Undang-Undang No. 43 Tahun | Mengungkapkan data | Melindungi data | - Bersifatterbukadala
PNS 2009 tentangKearsipanpasal 44 | pribadi PNS  yang | pribadi PNS yang m proses
ayat 1 hurufl; bersifatrahasia. bersifatrahasia. manajemen,
Undang-UndangNo. 14 Tahun tetapitidakuntukdip
2018 ublikasikan




tentangKeterbukaanInformasiPub (terbatasuntukmana
lik (KIP) pasal 17 huruf h angka jemenkepegawaian);
4;
- PeraturanKepala BKN No. 23
Tahun 2011 - Dapatdibukasetelah
tentangPedomanPenilaianKompet 25
ensi PNS. tahunberdasarkanU
ndang-
UndangKearsipan.
19. | Data Nilai | Undang-Undang No. 14 Tahun 2018 | Menimbulkankeresaha | Menjagakondisi Sampaidenganadanya
PesertaUjianPemkotMadiun tentangKeterbukaanInformasiPublik | n. yang kondusif di|pengumumanresmi.
- CPNS; (KIP) pasal 17 huruf h angka 4. lingkunganPemerin
- UjianDinas; tah Kota Madiun.
- Ujian KPPI
(KenaikanPangkatPenyesuai
an [jazah).
20. | PenilaianKinerja/ PrestasiKerja | - Undang-Undang No. 14 Tahun | Data Melindungi data | 25
PNS. 2018 pribadipegawaiterkaitp | pribadipegawai tahunataudapatdiperp
tentangKeterbukaanInformasiPub | enilaiankinerjadapatdi | yang anjangapabilamendapa
lik (KIP) pasal 17 huruf h angka | salahgunakan. bersifatrahasia. tpersetujuandarikepal

4;

- PeraturanPemerintahNo. 30
Tahun 2019
tentangPenilaianKinerja PNS;

- Peraturan Menteri
PendayagunaanAparatur Negara
dan ReformasiBirokrasiNo. 8
Tahun 2021

alembagakearsipan.




tentangSistemManajemenkinerja
PNS.

21. | Data UsulanPemindahan Undang-Undang No. 14 Tahun | Dapatmenghambat Menjagakondisi Sampaiditerbitkannya
danPengangkatan PNS 2018 proses pemindahan | yang kondusif di| SK.
(Mutasi). tentangKeterbukaanInformasiPub | dan pengangkatan | lingkunganPemerin

lik (KIP)pasal 17 hurufl; PNS. tah Kota Madiun.
PeraturanPemerintahNo. 11
Tahun 2017
tentangWewenangPengangkatan,
Pemindahan dan
PemberhentianPegawai.

22. | IjinPerceraian PNS Undang-Undang No. 14 Tahun | Pihakluarcampurtanga | Menjagakondisi Proses
2018 n yang perijinansampaidenga
tentangKeterbukaanInformasiPub kondusifselama npenjatuhankeputusa
lik (KIP) pasal 17 hurufl; proses n.
PeraturanPemerintah No. 45 ijjinberlangsung.
Tahun 1990
tentangperubahanPeraturanPeme
rintah No. 10 Tahun 1983
tentangljinPerkawinan dan
Perceraian PNS.

23. | Hukumandisiplinpegawai Undang-UndangNo. 43 tahun | Mengungkapkan data | Melindungi data | 25
2009 tentangKearsipanpasal 66 | pribadikepegawaianPN | pribadikepegawaian | tahunataudapatdiperp
ayat 3; S yang bersifatrahasia. | PNS yang | anjangsetelahmendapa




- Undang-UndangNo. 14 Tahun

bersifatrahasia.

tkanizindarikepalalem

2018 bagakearsipan.
tentangKeterbukaanInformasiPub
lik (KIP) pasal 17 huruf h;
- PeraturanPemerintahNo. 53
Tahun 2010
tentangDisiplinPegawai.
24. | UsulanFormasiKebutuhanPega | Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 | Dapatmenghambat Menjagakondisi Dapatdibukasetelahad
waiPemerintah Kota Madiun. tentangKeterbukaanInformasiPublik | proses yang kondusif di|apengumumanpenerim
(KIP) pasal 17 hurufi. pengusulankebutuhan. | lingkunganPemerin | aan CPNS.
tah Kota Madiun.
25. | a. LembarTemuanPemeriksaa | - Undang-UndangNo. 14 Tahun | Menimbulkan stigma | Rekomendasi/pern | Dapatdibukajikamend
n (LTP); 2008 yang yataan yang | apatpersetujuanpihak
b. Laporan Hasil Pemeriksaan tentangKeterbukaanInformasiPub | tidaksesuaikarenaperb | dimuatdalamLemba | berwenang.
(LHP). lik (KIP) pasal 17 hurufi dan j; edaanpersepsiatassuat | rTemuanPemeriksa
- PeraturanPemerintahNo. 79 | upernyataanpenilaiana | an (LTP) dan
Tahun 2005 | ntarabirokrasi dan | Laporan Hasil
tentangPedomanPembinaan dan | masyarakat pada | Pemeriksaan
PengawasanPenyelenggaraanPem | umumnya. (LHP)dapatlebihefek
erintahan Daerah. tif dan
kondisiuntukadany
aperhatiansistem
tata kelola.
26. | Dokumenatausurat-surat yang |- Undang-Undang No. 8 Tahun |- Menggangguperlind | Melindunganhakata | 10 tahun dan setelah
dikeluarkan oleh perusahaan 1997 tentangDokumen unganhakataskekay | skekayaanintelektu | masa
(pihakke 3). Perusahaan; aanintelektual; al dan | retensihabisdapatdimu
- Undang-UndangNo. 14 Tahun |- Persainganusahatid | persainganusaha snahkan.




2008 aksehat. yang sehat.
tentangKeterbukaanInformasiPub
lik (KIP) pasal 17 huruf b dan i.
27. | Dokumenperselisihanhubunga |- Undang-Undang No. 14 Tahun | Mengganggu proses | Menjagakeberlangs | Setelah proses
n industrial. 2008 penyelesaianperselisih | ungan proses | perselisihanselesai.
tentangKeterbukaanInformasiPub | an. penyelesaiaanpersel
lik (KIP) pasal 17 hurufi; isihan.
- Undang-Undang No. 11Tahun
2020 tentangCiptaKerja.

28. | Laporanhasilevaluasiintelijente | - Undang-Undang No. 14 Tahun | Dapatmembahayakanp | Melindungisistempe | - Dapatdibukajikadim
ntangkeamanan di Kota 2008 ertahanan dan | rtahanansuatudaer inta oleh
Madiun. tentangKeterbukaanInformasiPub | keamanan. ah. pihakberwenang;

likpasal 17 huruf c; - 25
- Undang-UndangNo. 43 tahun tahundapatdiperpan
2009 tentangKearsipanpasal 66 jangjikamendapatka
ayat 3. nizindarikepalalemb
agakearsipan.

29. | Data pribadipemohonpenelitian | Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 | Terjadipenyalahgunaa | Melindungi data | Dapatdibukajikamend
tentangKeterbukaanInformasiPublik | n data pribadi. pribadiseseorang apatkanizindari yang
pasal 17huruf h. bersangkutan.

30. | Data G30S PKI, Tapol dan | Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 | Dapatmengungkaprah | Melindungihakprib | Dapatdibukasetelahsta

Napol tentangKeterbukaanInformasiPublik | asiapribadiseseorang. | adi tusnyasudahdicabutna
pasal(KIP) pasal 17 huruf h. munbukan data
pribadinya.

31. | Data PribadiAnggotaLinmas - Undang-Undang No. 14 Tahun | Data Melindungi data | Bisadibukajikamendap

2008 pribadidapatdisalahgu | pribadianggotaLinm | atpersetujuandari




tentangKeterbukaanInformasiPub | nakan. as. yang bersangkutan.
likpasal 17 huruf h;
- Undang-Undang No. 43 tahun
2009 tentangKearsipanpasal 44
ayat 1;
- PeraturanWalikotaMadiun No. 25
Tahun 2015
tentangPenyelenggaraanPerlindu
ngan Masyarakat.

32. | Identitas dan data | - Undang-UndangNo. 14 Tahun | Penyalahgunaan oleh | Keamanan data | - Identitaspribadiditut
pribadipelanggaranpenegakanp 2008 pihak yang | pelanggaranterjaga updapatdibukajikadi
erda dan yustisi tentangKeterbukaanInformasiPub | tidakbertanggungjawa | denganbaik perlukan oleh pihak

lik (KIP) pasal 17 huruf a; b yang berwenang;
- Undang-Undang No. 43 tahun
2009 tentangKearsipanpasal 44
ayat 1; - Data yang
- Peraturan Menteri Dalam Negeri dibukahanyasecaraj
No. 54 Tahun 2011 umlahpelanggar.
tentangStandarOperasionalProse
durSatuanPolisiPamongPraja.
33. | BerkasTipiring Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 | Dapatmenghambat Proses Dapatdibukajikaadape
tentangKeterbukaanInformasiPublik | proses penyelidikan | penegakanhukumd | rmintaandaripihakber
(KIP) pasal 17 huruf a ayat 1. dan apatberjalandengan | wenang
penyidikansuatutindak | lancer.

pidana.




34. | Data pribadipelapor dan Undang-Undang No. 14 Tahun | Data - Melindungi data | Dapatdibukajikamend
terlaporkejadianbencana 2008 pribaditersebutdapatdi pribadipelapor apatkanijindari yang
tentangKeterbukaanInformasiPub | salahgunakan dan terlapor; bersangkutan/
lik (KIP) pasal 17 huruf a; - Menjagakeamana | pihakberwenanguntuk
Undang-Undang No. 43 tahun n data  agar | keperluanpenyidikan.
2009 tentangKearsipanpasal 44 bisaterjagadenga
ayat 1 huruf h. nbaik.
35. | Data perusahaanandalalin Undang-Undang No. 8 Tahun | Mengungkap data | Menjaga/ 10 tahun dan
1997 tentangDokumen | perusahaan melindungi  data/ | setelahretensiselesaida
Perusahaan; (pemrakarsa) yang | informasidaripenyal | patdimusnahkan.
Undang-Undang No. 14 Tahun | bersifatrahasia. ahgunaan oleh
2008 pihak lain yang
tentangKeterbukaanInformasiPub menjagasuasanako
lik (KIP) pasal 17 huruf b; ndusiflingkunganke
PeraturanPemerintahNo. 32 rja.
Tahun 2011
tentangManajemenRekayasa,
AnalisisDampaksertaManajemen
KebutuhanLalu Lintas.
36. | CIF (Customer Information File) Undang-Undang No. 7 Tahun |- Mengungkapkanrah | Aspek dan | Permanenataubisadibu
- Data pribadinasabah; 1992 asiapribadiseseoran | normakerahasiaan | kaapabilamendapatper
- Data keuangannasabah; tentangPerbankansebagaimanatel g; bank. setujuandari yang
- Data nasabahterkait. ahdiubahdenganUndang-Undang | - Melindungirahasiap bersangkutan.
No. 10 Tahun 1998 ribadiseseorang.

tentangPerubahanatasUndang-
Undang No. 7 Tahun 1992




tentangPerbankan,;
Undang-Undang No. 8 Tahun
1999
tentangPerlindunganKonsumen;
Undang-Undang No. 14 Tahun
2008
tentangKeterbukaanInformasiPub
lik (KIP) pasal 17 huruf h;

Undang-UndangNo. 43 tahun
2009 tentangKearsipanpasal 44
ayat 1 huruf h;

POJK Nomor 1/POJK.07/2013
tentangPerlindunganKonsumen$S
ektordasaKeuangan.

37.

Analisa
permohonankreditnasabah

dan

Undang-Undang No. 7 Tahun
1992
tentangPerbankansebagaimanatel
ahdiubahdenganUndang-Undang
No. 10 Tahun 1998
tentangPerubahanatasUndang-
Undang No. 7 Tahun 1992
tentangPerbankan;
Undang-Undang No. 14 Tahun
2008
tentangKeterbukaanInformasiPub
lik (KIP) pasal 17 huruf h.

Penyalahgunaaninform
asi yang
tidakbertanggungjawa
b.

Aspek dan
normakerahasiaan
bank.

Tidakterbataskecualim
endapatkanijin.




38.

Laporanhasilpemeriksaannasa
bahdari OJK

Undang-Undang No. 7 Tahun
1992
tentangPerbankansebagaimanate
lahdiubahdenganUndang-
Undang No. 10 Tahun 1998
tentangPerubahanatasUndang-
Undang No. 7 Tahun 1992
tentangPerbankan;
Undang-Undang No. 8 Tahun
1999
tentangPerlindunganKonsumen;
Undang-Undang No. 14 Tahun
2008
tentangKeterbukaanInformasiPub
lik (KIP) pasal 17 huruf h angka
3, 4, dan 5;

Undang-Undang No. 43 tahun
2009 tentangKearsipanpasal 44
ayat 1 huruf h;

POJK Nomor 1/POJK.07/2013
tentangPerlindunganKonsumenS
ektordasaKeuangan.

Penyalahgunaaninform
asi yang
tidakbertanggungjawa
b.

Aspek dan
normakerahasiaan
bank.

25
tahunataudapatdiperp
anjangjikamendapatpe
rsetujuandarikepalale
mbagakearsipan.

39.

Hasil
laporanpemeriksaanterhadap
PD. BPR Bank Daerah Kota
Madiun, PD. Aneka Usaha,
PDAM Tirta Taman Sari.

Undang-Undang No. 7 Tahun
1992

tentangPerbankansebagaimanatel
ahdiubahdenganUndang-Undang

No. 10 Tahun 1998

Penyalahgunaaninform
asi yang
tidakbertanggungjawa
b.

Aspek dan
normakerahasiaan
bank.

25
tahunataudapatdiperp
anjangjikamendapatpe
rsetujuandarikepalale
mbagakearsipan.




tentangPerubahanatasUndang-

Undang No. 7 Tahun 1992
tentangPerbankan,;
Undang-Undang No. 43 tahun

2009 tentangKearsipanpasal 44
ayat 1 huruf h

40. | Daftar user dan password Undang-Undang No. 11 Tahun | Penyalahgunaan oleh | Keamanan data | Selamapasword /kode

server/ aplikasi/ perangkat 2008 tentang | pihak yang | bisaterjagadenganb | masihdigunakan.
TIK ITEsebagaimanatelahdiubahdeng | tidakbertanggungjawa | aiksehinggatidakda

anUndang-Undang No. 19 Tahun | b. patdibajak oleh

2016 hacker yang

tentangPerubahanatasUndang- tidakbertanggungja

Undang No. 11 Tahun 2008 wab.

tentang ITE;

UU No. 14 Tahun 2008

tentangKeterbukaanInformasiPub

likpasal 17;

PeraturanPemerintah No. 71

Tahun 2019

tentangPenyelenggaraanSistemda

n TransaksiElektronik.

41. | Berita/ radiogram rahasia Undang-Undang No. 14 Tahun | Dapatmembahayakanp | Melindungipertaha | Selamapengungkapan
2008 ertahanan dan | nan dan keamanan | nyamembahayakankea
tentangKeterbukaanInformasiPub | keamanan negara. negara. manan negara.
likpasal 17 huruf c angka 6.

42. | Hasil/ notulenrapatpimpinan, Undang-Undang No. 14 Tahun | Terungkapnyasurat- Perlindunganterhad | 25

AKD, Pansus 2008 surat yang | apsurat-surat yang | tahunnamunbisadiper




tentangKeterbukaanInformasiPub | sifatnyadirahasiakan. | sifatnyadirahasiaka | panjangapabilamenda
likPasal 17 hurufl; n. patpersetujuandarikep
Undang-Undang No. 43 Tahun alalembagakearsipan.
2009 tentangKearsipanPasal 66
ayat 3 hurufi;
Peraturan DPR RI No. 1 Tahun
2010
tentangKeterbukaanInformasiPub
lik di Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah.

43. | Data Undang-Undang No. 14 Tahun | Mengungkaprahasiapri | Melindungi data | 25 tahun dan

pribadianggotaperpustakaan 2008 badi. pribadi bisadiperpanjangjikaa
tentangKeterbukaanInformasiPub daijindarikepalalembag
likpasal 17 huruf h dan huruf j; akearsipanataumenda
patkanizindaripihak
yang bersangkutan.

Undang-Undang No. 43 Tahun
2009 tentangKearsipanpasal 44
ayat 1 huruf h dan pasal 66 ayat
3 huruf h.

44. | ArsipLeter C (Soft copy) Undang-Undang No. 14 Tahun | Mengganggukepenting | Melindungihakkeka | 25 Tahun dan
2008 anperlindunganhakata | yaanintelektual dan | bisadiperpanjangjikaa
tentangKeterbukaanInformasiPub | skekayaanintelektual menyediakan data | daijindarikepala

lik (KIP) pasal 17 huruf h dan
huruf j;

Undang-Undang No. 43 Tahun
2009 tentangKearsipanPasal 66
Ayat 3 hurufi dan pasal 44 ayat 1

dan
perlindungandaripersai
nganusahatidaksehat.

untukpemeriksaan.

Lembaga kearsipan.




hurufi.

45. | Arsip Jjazah (Soft copy) Undang-Undang No. 14 Tahun | Mengungkaprahasiapri | Melindungi data | 25 Tahun dan

2008 badi pribadi. bisadiperpanjangjikaa
tentangKeterbukaanInformasiPub daijindarikepalalembag
lik (KIP) pasal 17 huruf h dan akearsipan.
huruf j;
Undang-Undang No. 43 Tahun
2009 tentangKearsipanpasal 66
ayat 3 hurufi dan pasal 44 ayat 1
hurufi.

46. | Surat-surat yang Undang-Undang No 14 tahun | Dapatmengungkapkani | Menjagakerahasiaa |25
bersifatrahasiadengankode  x 2008 sidarisurat-surat yang | ndokumen yang | tahun/masihbisaditut
sangatrahasia (SR) dan rahasia tentangKeterbukaanInformasiPub | sifatnyaperludirahasia | sifatnyarahasia. upapabilamemenuhisy
R dan konfidensial. likpasal 17 hurufi; kan. arat-syarat yang

Undang-Undang No 43 Tahun diaturdalamperundang
2009 tentangKearsipanPasal 44 -undangan.
ayat 1 hurufi.

47. | Data potensi, data profiling Undang-Undang No. 11 Tahun | Dapatmenyebabkanpe | Melindungi/menga |25
wajibpajak, 2008 tentang ITE | nyalahgunaan data. mankan database | tahunatausampaiadap
laporanhasilpemeriksaan, sebagaimanatelahdiubahdengan objekpajak. ersetujuandari orang
surattagihanpajakdaerah, Undang-Undang No. 19 Tahun yang

SPTPD dan

pembayaranpajakdaerah.

2016
tentangPerubahanatasUndang-

Undang No. 11 Tahun 2008
tentang ITE;
UU No. 14 Tahun 2008

bersangkutanatausam
paiadaperintahdaripen
egakhukum.




tentangKeterbukaanInformasiPub
lik (KIP) pasal 17 hurufh.

48. | LaporanPajakPribadi (LP2P) Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 | Mengungkaprahasia Melindungirahasia | Sampaiadapersetujuan
tentangKeterbukaanInformasiPublik | (data (data kekayaan) | tertulisdariwajibpajak
(KIP) pasal 17 huruf h. kekayaanpribadi). pribadi. yang bersangkutan.
49. | Data pribadiwajibpajakdaerah | Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 | Dapatmengungkapkan | Melindungiataumen | Sampaimendapatkaniz
dan retribusi tentangKeterbukaanInformasiPublik | rahasia (data | gamankan data | inuntukdiperpanjang
(KIP) pasal 17 huruf h. kekayaanpribadi). objekpajak dan | oleh
retribusi. kepalalembagakearsip
ansertadapatdibukaap
abilaadaperintahdaripe
negakhukum.
50. | Dokumenpenyelesaiansengketa | Undang-Undang No 14 Tahun 2008 | Dapatmenghambat Membantukelancar | Sampaidengan proses
/ konfliktanah tentangKeterbukaanInformasiPublik | proses an proses | penyelesaiankonfliksel
(KIP)pasal 17 huruf a. penegakanhukum penegakanhukum esai
51. | Rinciannilaiinvestasi, produksi| - Undang-Undang No. 8 Tahun | Dapatmengganggukepe | Dapatmelindungiha | 10tahun dan
dan pemasaranperusahaan 1997 tentangDokumen | ntinganhakataskekaya | kataskekayaanintel | apabilahabis masa
Perusahaan; anintelektualdan ektual dan | retensinyadokumenda
- Undang-Undang No. 30 Tahun | perlindungandaripersai | perlindungandaripe | patdimusnahkan.
2000 nganusaha yang | rsainganusaha
tentangRahasiaDagangPasal 3 | tidaksehat dan | yang tidaksehat
dan 4; dapatmerugikanperusa | dan
- Undang-Undang No 14 Tahun | haan yang | menjagaiklimusaha
2008 datanyadiekspose. tetapkondusif.

tentangKeterbukaanInformasiPub
lik (KIP) pasal 17 huruf b;

Undang-Undang No. 3 Tahun
2014 tentang Perindustrian pasal




69.

LURAH KANIGORO

DYAH AYU NAWANG WULAN, S.Si

Penata
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